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P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sly

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam

perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Samridal  bin  Mansur, tempat tanggal lahir Selayar, 01 Juli 1989, agama Islam,

pendidikan  terakhir  SD,  pekerjaan  nelayan,  tempat  tinggal

Dusun  Letta,  Desa  Polassi, Kecamatan  Bontosikuyu,

Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon I;

Muli  binti  Demma’ Limbang, tempat tanggal lahir Selayar, 01 Juli 2003, agama

Islam,  pendidikan  terakhir  SD,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

tempat  tinggal  Dusun  Letta,  Desa  Polassi, Kecamatan

Bontosikuyu,  Kabupaten  Kepulauan  Selayar, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II  serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal

5 Oktober  2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Selayar  dengan  register  Nomor

28/Pdt.P/2018/PA.Sly tanggal  5  Oktober  2018   dengan  dalil-dalil  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal, 24  Juli  2014   pemohon  I  dan  pemohon  II  telah

melangsungkan  pernikahan  menurut  agama  Islam  di  hadapan  Imam  Desa

Polassi,  Kecamatan  Bontosikuyu,  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  bernama

Dulu.

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung

pemohon II bernama  Demma’ Limbang dengan mahar berupa tanah kebun 1
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petak dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Darwis

dan Manupei. 

3. Bahwa sejak  pernikahan pemohon I  dengan  pemohon II,  belum pernah

memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontosikuyu,

Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Bahwa  pemohon  I  dengan  pemohon  II  pada  waktu  melangsungkan

pernikahan berstatus perjaka dan janda mati.

5. Bahwa antara pemohon I  dan pemohon II  tidak terdapat larangan untuk

melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (muaqqat) maupun

yang bersifat tetap (muabbad).

6. Bahwa setelah menikah pemohon I  dengan pemohon II  tinggal bersama

dan  membina  rumah  tangga  di  rumah  sendiri  sampai  sekarang dan  telah

dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

a. Bayu Kusuma Negara, laki-laki, umur 3 tahun;

b. Aldi, laki-laki, umur 2 tahun.

7. Bahwa  pemohon  I  dan  pemohon  II  sangat  membutuhkan  penetapan

pengesahan  nikah  dari  Pengadilan  Agama  Selayar  guna  dijadikan  sebagai

syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di  atas, pemohon I dan pemohon II

mohon   agar  Ketua  Pengadilan  Agama  Selayar  c.q.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  menjatuhkan  penetapan  yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan  Pemohon I dan Pemohon II.

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (Samridal  bin  Mansur)

dengan Pemohon II  (Muli  binti  Demma’ Limbang)  yang dilaksanakan  pada

tanggal 24 Juli 2005 di Dusun Letta, Desa Polassi,  Kecamatan Bontosikuyu,

Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Memerintahkan  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bontosikuyu,

Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan

Pemohon II;

Subsidair :
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Membebankan biaya perkara  sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  I  dan

Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan

oleh  Juru  Sita  Pengganti  Pengadilan  Agama  Selayar  di  papan  pengumuman

berdasarkan pengumuman Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Sly tanggal 5 Oktober 2018

selama 14 hari;

Bahwa  terhadap  pengumuman  tersebut,  ternyata  tidak  ada  pihak  yang

keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II,

maka Majelis  Hakim pada hari  persidangan yang telah  ditentukan melanjutkan

pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat

permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon

II mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Nomor  7301050107890015 tanggal  7

September  2018 atas  nama  Samridal yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas

Kependudukan dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Kepulauan Selayar,  bermeterai

cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan

aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 011/DP-SKM/IX/2018 tanggal

28  September  2018 atas  nama  Saenal,  dikeluarkan  oleh  Sekretaris Desa

Polassi,  Kecamatan  Bontosikuyu, Kabupaten  Kepulauan  Selayar,  bermeterai

cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan

aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa  selain  bukti  tertulis,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  pula

mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Sanudding  bin hate, tempat  tanggal  lahir,  Polassi,  1  Juli  1980,  agama

Islam,  pendidikan  terakhir  SD,  pekerjaan  Nelayan,  tempat  tinggal  di  Dusun

Letta, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di

bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

- Bahwa  kenal  dengan Pemohon I  dan  Pemohon  II  sebagai  teman

Pemohon I ;
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- Bahwa  saksi  hadir  pada  saat  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal  24 Juli 2014 di Dusun Letta

Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bontosikuyu,  Kabupaten  Kepulauan

Selayar;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan

wali  nikah  yaitu  ayah  kandung  Pemohon  II  yang  bernama  Demma,

sedangkan yang menikahkan adalah imam Polassi  yang bernama Dulu’

setelah mendapat kuasa dari  wali  nikah,  sedangkan yang menjadi  saksi

nikah adalah Darwis dan Mannupei dengan mahar berupa kebun 1 petak,

dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan

tata cara syariat Islam;

- Bahwa saat  pernikahan  dilangsungkan,  status  Pemohon I  adalah

perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;

- Bahwa  antara pemohon  I  dan  Pemohon  II tidak  mempunyai

hubungan  darah,  semenda  ataupun  saudara  sesusuan  dan  tidak  ada

larangan secara  agama untuk  melangsungkan penikahan dan keduanya

beragama Islam;

- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum

pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon

II  begitu juga dengan Pemohon II  tidak terikat dengan suami lain selain

Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  telah dikaruniai  2 (dua) orang

anak;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah

adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;

2. Mustari  bin Mustafa, tempat tanggal lahir, Polassi, 10 Juni 1983, agama

Islam,  pendidikan  terakhir  SD,  pekerjaan  Nelayan,  tempat  tinggal  di  Dusun

Letta, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di

bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai
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berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II  sebagai tetangga

dengan mereka ;

- Bahwa  saksi  hadir  pada  saat  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

melangsungkan pernikahan yaitu pada bulan Juli 2014 di Dusun Letta Desa

Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bontosikuyu,  Kabupaten  Kepulauan

Selayar;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan

wali  nikah  yaitu  ayah  kandung  Pemohon  II  yang  bernama  Demma,

sedangkan yang menikahkan adalah imam Polassi  yang bernama Dulu’

setelah mendapat kuasa dari  wali  nikah,  sedangkan yang menjadi  saksi

nikah adalah Darwis dan Mannupei dengan mahar berupa kebun 1 petak,

dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan

tata cara syariat Islam;

- Bahwa saat  pernikahan  dilangsungkan,  status  Pemohon I  adalah

perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;

- Bahwa  antara pemohon  I  dan  Pemohon  II tidak  mempunyai

hubungan  darah,  semenda  ataupun  saudara  sesusuan  dan  tidak  ada

larangan secara  agama untuk  melangsungkan penikahan dan keduanya

beragama Islam;

- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum

pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon

II  begitu juga dengan Pemohon II  tidak terikat dengan suami lain selain

Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  telah dikaruniai  2 (dua) orang

anak;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah

adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;
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Bahwa selanjutnya Pemohon I  dan Pemohon II  memberikan kesimpulan

yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim

untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk  ringkasnya uraian  dalam penetapan  ini,  menunjuk  kepada

segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari  penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I

dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Selayar untuk

mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2014

di  Dusun Timur,  Desa Polassi,  Kecamatan Bontosikuyu,  Kabupaten Kepulauan

Selayar, dengan maksud untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan

pengumuman oleh Juru Sita Pengganti  Pengadilan Agama Selayar  selama 14

hari  dan  atas  permohonan  tersebut  tidak  ada  pihak-pihak  yang  mengajukan

keberatan,  maka  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  memenuhi

persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonannya  maka

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P-1 dan P-

2)  dan  2  (dua)  orang  saksi  masing-masing  bernama  Sanudding bin  hate dan

Mustari bin Mustafa;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti-bukti  tersebut,  Majelis

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1 dan P-2) yang diajukan oleh Pemohon I

dan Pemohon II telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang karenanya secara formil

dan materil alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang sempurna sebagaimana
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diatur dalam Pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu bukti surat Pemohon I dan Pemohon

II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) menerangkan tentang Data Kependudukan

(KTP) Pemohon I bernama Samridal, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang

berwenang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II

adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini  (persona

standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  bukti  (P.2)  menerangkan  tentang  kematian  suami

Pemohon II yang  bernama Saenal,  maka  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa

Pemohon I berstatus janda mati pada saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan adalah orang dewasa

dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang

saksi tersebut merupakan pengetahuan, penglihatan dan peristiwa yang diketahui

sendiri sehingga dengan demikian syarat formil dan materil suatu kesaksian telah

terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang  bahwa  keterangan  kedua  saksi  dipersidangan  telah

mendukung seluruh dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah

ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada

tanggal 24 Juli 2014 di Dusun Timur, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu,

Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung

Pemohon II bernama Demma’ Limbang  yang kemudian mewakilkan kepada

imam  Desa Polassi yang bernama Dulu’  untuk menikahkan Pemohon I dan

Pemohon II, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-

masing  bernama  Darwis  dan  Mannupei  dengan  mahar  berupa  satu  petak

kebun di bayar tunai;

2. Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  ketika  melangsungkan  perkawinan

berstatus perjaka dan janda mati  juga Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat

perkawinan dengan orang lain;

3. Bahwa Pemohon I  dan  Pemohon II  tidak  terhalang  pernikahannya  oleh

larangan  perkawinan  (tidak  sedarah,  tidak  semenda  dan  tidak  saudara
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sesusuan)  dan  orang  lain/masyarakat  juga  tidak  ada  yang  keberatan  atas

pernikahan mereka;

4. Bahwa Pemohon I  dan  Pemohon II  tidak  pernah  melakukan  perceraian

selama perkawinan mereka;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II  belum tercatat  di  Kantor

Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

yang telah dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim

telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  telah  menikah sesuai  syari’at

Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal 24 Juli 2014;

2. Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah

bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut,  telah  terbukti

secara  sah  dan  meyakinkan,  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan

tidak ada larangan perkawinan (mawaani’unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 dan

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

dengan  Akta  Nikah  dapat  diajukan  itsbat  nikahnya  ke  Pengadilan  Agama dan

dijelaskan pula bahwa itsbat  nikah yang dapat  diajukan ke Pengadilan Agama

terbatas  mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  “adanya  perkawinan  yang

terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (pasal 7 ayat

(3)  huruf  d  KHI)  dan  “Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan” (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah

bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di

tempat tinggalnya dan hingga saat ini  tidak ada seorangpun yang mengingkari

perkawinannya tersebut (istidlhar).  Hal ini  telah sejalan dengan pendapat pakar

hukum Islam Syeikh Abdul Wahhab  Khalaf  dalam  kitab  Ushulul  Fiqh  halaman
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930,  yang  kemudian  diambil  alih  sebagai  pertimbangan  oleh  Majelis  Hakim,

sebagai berikut:

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu sebagai

isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama

tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak

diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam

kesulitan dan penderitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II

serta  keturunan  mereka  tidak  akan  mendapatkan  perlindungan  secara  hukum,

sesuai dengan kaidah usul fiqh: 

Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  diutamakan  daripada  menarik

kemaslahatan.”

Maka  itsbat  nikah  bagi  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  akan  dapat  menolak

kemafsadatan tersebut;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas,  maka  Majelis  berpendapat  bahwa  permohonan  pengesahan  perkawinan

(itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa sesuai  dengan ketentuan Pasal  2  ayat  (2)  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang  berlaku  dan  pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan

perkawinan secara agama Islam dilakukan oleh Pegawai  Pencatat  Nikah,  oleh

karenanya  Majelis  memandang  perlu  memerintahkan  kepada  Kepala  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Bontosikuyu,  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  untuk

mencatat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tempat dimana Pemohon I dan

Pemohon II tinggal saat ini;

Menimbang,  bahwa sesuai  ketentuan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk

membayar biaya perkara ini;
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 Memperhatikan  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan

syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  Pemohon  I (Samridal  bin  Mansur) dengan

Pemohon II (Muli binti Demma’ Limbang) yang dilaksanakan pada tanggal  24

Juli 2014 di Dusun Timur, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten

Kepulauan Selayar;

3. Memerintahkan  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bontosikuyu,

Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan

Pemohon II;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Selayar pada hari  Kamis, tanggal  25 Oktober 2018 Masehi

bertepatan dengan tanggal  16  Shafar  1440 Hijriyah,  oleh kami  Abdul  Rahman

Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.H.I., M.H. dan Agus Sanwani

Arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu

juga  diucapkan  dalam  persidangan  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis

tersebut,  didampingi  oleh  hakim  anggota tersebut, dibantu oleh H. Jalaluddin,

S.Ag.,  M.H sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon  I  dan

Pemohon II;

Hakim Anggota

Mawir, S.H.I, M.H.

                       Ketua Majelis

    Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.         Panitera Pengganti

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H
Rincian Biaya Perkara:
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1. Pendaftaran    : Rp   30.000,00  

2. Proses             : Rp   50.000,00

3. Panggilan        : Rp 350.000,00

4. Redaksi           : Rp     5.000,00

5. Meterai            : Rp             6.000,00  

    Jumlah              Rp 441.000,00    

 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);  
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